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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo di tinjau 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dilakukan dengan bentuk 

Operasi Kepolisisan, yang di laksanakan Oleh Polres Gorontalo Kota. 

Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Polres Gorontalo Kota 

melalui Operasi Rutin dan Operasi Khusus. Namum dari bentuk 

pengawasan yang di rencanakan melalui Operasi Rutin dan Operasi 

Khusus belum sepenuhnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, sehingga 

hasil pelanksanaannya belum sepenuhnya efektif. Belum efektifnya 

Operasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dapat di 

lihat dari adanya data kasus pelanggaran senjata tajam di kota Gororntalo 

tahun 2009 sampai dengan 2013. 

2. Belum sepenuhnya efektif pelaksanaan pengawasan yang di lakukan 

Polres Gorontalo Kota, karena dalam perencanaann serta pelaksanaannya 

terdapat Berbagai hambatan. Dari hambatan internal yakni Polres 

Gorontalo Kota, kekurangan personil yang akan melakukan pengawasan, 

tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat kota Gorontalo yang akan 
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di awasi. Sementara itu Polres Gorontalo Kota tidak mengetahui pasti 

berapa banyak beredarnya senjata tajam di kota Gorontalo, karena tidak 

dilakukannya pendataan. Sementara itu masyarakat masih enggan 

bekerjasama dengan aparat Polres Gorontalo Kota dalam menjalankan 

tugas pengawasan dilapangan. 

5.2. Saran 

1.  Perlu secepatnya dilakukan refisi melalui lembaga terkait mengenai 

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yang mengatur tentang senjata tajam, 

sehingga menjadi dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya 

Polres Gorontalo Kota dalam melalukan pengawasan terhadap senjata 

tajam dalam masyarakat. Hal ini karena Undang-undang Nomor 

12/Drt/1951 tersebut sudah cukup tua, sedangkan bentuk isi dari Undang-

undang tersebut yang tidak menjelaskan spesifikasi senjata tajam, apalagi 

dalam perkembangan zaman sudah banyak model serta bentuk dari senjata 

tajam yang beredar di masyarakat, hal ini khawatirkan dalam penerapan 

Undang-undang ini oleh aparat yang berwenang bisa salah sasaran. Polres 

Gorontalo Kota dalam hal ini harus membuat kebijakan atau terobosan 

baru di luar dari Undang-undang yang telah ada terkait pengawasan 

senjata tajam, seperti melakukan pendataan terhadap senjata tajam di 

masyarakat kota Gorontalo, dari membuat, menyimpan, menggunakan, 

membawa, serta meningkatkan intensitas pengawasan senjata tajam di 

kota Gorontalo serta memberikan sosialisasi dan pemahaman langsung 

dalam masyarakat. 
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2. Bukan hanya lembaga yang berwenang saja yang harus melakukan 

pengawasan senjata tajam guna mencegah terjadinya kejahatan yang akan 

ditimbulkan oknum masyarakat, akan tetapi guna menjaga keamanan dan 

ketertiban, harus adanya peran serta dari masyarakat. Karena sesuai 

dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 masyarakat 

merupakan kekuatan pendukung dari terciptanya keamanan dan ketertiban. 

Masyarakat harus senantiasa mendukung program atau kegiatan 

Kepolisian dalam mencegah dan menagkal potensi akan terjadinya 

kejahatan khusunya dengan senjata tajam dengan sama-sama melalukan 

pengawasan. 
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